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ABSTRAK 
 
Perubahan sosial dari era otoritarian di masa Orde Baru ke orde reformasi membuat masyarakat mengalami 
anomali. Mengungkapkan perasaan dianggap sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang dipahami seakan 
semuanya boleh sehingga beterbaranlah berbagai informasi yang bersifat hoax bahkan sampai menjurus kepada 
tindakan melawan hukum yang serius. Dalam perspektif penegak hukum sejumlah tindakan melalui media sosial 
dikualifikasi sebagai delik makar. Perspektif tersebut mengandung kontroversi tentang pengertian makar itu sendiri 
khususnya berkaitan pula dengan pertanyaan apakah makar dapat dilakukan dengan media sosial. Dengan 
menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, disimpulkan bahwa (i) ada dua pandangan dalam 
menafsirkan makar secara teori yaitu pandangan bersifat fisik dan pandangan yang menafsirkan makar harus 
berbentuk fisik, (ii) Penegakan hukum di masa Orde Lama menggunakan pendekatan  fisik sebagai kriteria makar 
sedangkan dalam orde Reformasi sebelum era Presiden Jokowi justru menggunakan pendekatan psikis (iii) Jika 
dilihat dari pendekatan psikis, kasus “makar” aktual yang terjadi dengan menggunakan media sosial dapat 
dikualifikasi sebagai makar, sedangkan jika menggunakan pendekatan fisik, maka perbuatan di media sosial 
dewasa ini belum dapat dikualifikasi sebagai makar, (iv) meskipun menggunakan pendekatan psikis perbuatan 
tersebut dapat saja dikualifikasi sebagai makar, harus diteliti dengan cermat apakah perbuatan-perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum menurut konstitusi. 
Kata Kunci: Makar, media sosial  
 
 
I. PENDAHULUAN  
Pola hubungan antara hukum pidana di satu sisi dengan demokratisasi pada masa Orde Baru ditandai dengan 
digunakannya hukum pidana sebagai alat yang secara represif untuk membungkam lawan-lawan politik atau lebih 
tepatnya kelompok pro demokrasi di Indonesia. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa tindakan 
semacam itu nyata-nyata melanggar hak-hak asasi manusia yang paling asasi seperti kebebasan menyatakan 
pendapat, kebebasan berserikat dan lain sebagainya. (Iwa Kesuma, 2001:2).  Era reformasi sebagai koreksi dari Orde 
Baru berusaha mengarahkan kehidupan negara ke arah yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak asasi 
manusia dengan menghapuskan UU No. 11/PNPS/1963 dan melepas sejumlah tahanan dan narapidana politik Orde 
Baru. Sebelum diamandemen, sesungguhnya UUD 1945 telah mengatur jaminan  dan perlindungan HAM. Namun 
sayangnya, jaminan HAM dalam UUD 1945 belum memadai. Perlindungan dan jaminan HAM dalam UUD 1945 
sebelum diamandemen lebih  menggantungkan harapan pada semangat penyelenggara negara sebagaimana 
dikemukakan Mahfud MD :  
“UUD 1945 memuat pasal-pasal tentang kekuasaan yang ambigu (multitafsir) yang dalam prakteknya tafsir 
yang dibuat oleh Presiden  sajalah yang harus diterima sebagai tafsir yang benar dan mengikat.”                                                            
Keempat, UUD 1945 terlalu menggantungkan pada semangat orang dengan pernyataan bahwa semangat 
penyelenggaran negaralah yang akan menentukan baik atau buruknya negara ini. Padahal penyelenggara 
(penguasa) itu cenderung korup dan akan benar-benar korup jika tidak diletakkan di dalam sistem aturan main 
yang ketat membatasi kekuasannya. Karena dibuat oleh orang-orang yang belum pernah berkuasa (para anggota 
BPUPKI) maka UUD 1945 itu seakan-akan tidak memuat kecurigaan pada pemegang kekuasaan; padahal setiap 
UUD atau hukum lahir justru karena harus curiga pada potensi korup dan penyelewengan orang".(Mahfud MD, 
2000: xi-xii).  
 
Jika pada masa Orde Baru Hukum Pidana digunakan untuk mematikan demokrasi, maka pada masa reformasi 
hukum pidana seharusnya digunakan justru untuk menegakkan demokrasi dan menjamin perlindungan hak asasi 
manusia yang lebih luas sesuai dengan spirit reformasi. Tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia harus didukung 
oleh hukum pidana karena jika tidak akan mendukung terjadinya kekerasan politik yang kontra demokrasi.(Erdianto 
E, 2014: 7).   
Penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia semakin meningkat pasca reformasi. Pada tanggal 
23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. Dan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat 
memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Bab X A yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari 
Pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 
2000.( Rhona KM Smith, et.all: 2008: 242).   
Dengan  demikian, Indonesia dewasa ini menempatkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, 
walaupun harus diakui belum selesai menjalani masa transisi. Transisi ini yaitu dari sistem politik otoriter kepada 
sistem demokrasi; dari sistem hukum yang berpola pada patron client relationship ke sistem hukum yang terbebas 
dari dari intervensi kekuasaan dan kepentingan kelompok; dari sistem sosial ekonomi yang mementingkan 
nepotisme dan kolusi kepada sistem ekonomi pasar, dasar profesionalisme dan berpihak pada kerakyatan. (Romli A, 
2010: 13).   Kebebasan dan jaminan atas HAM tersebut di dalam praktiknya telah menimbulkan pemahaman di 
kalangan masyarakat seolah-olah sebagai bebassebebasnya tanpa ada batas dan pengecualian. Tidak mengherankan 
jika di masa reformasi kegiatan-kegiatan yang dipandang sebagai implementasi kebebasan dalam menjalankan 
HAM semakin marak baik atas nama agama, etnik maupun kedaerahan.(Erdianto E, 2014: 9).   
Kegiatan semacam itu semakin marak lagi dengan era digital dan penggunaan media sosial. Penggunaan media 
sosial seperti facebook, instagram, whats ap, telegram, twitter, seakan bertemu dengan era kebebasan hak asasi 
manusia untuk berbuat apa saja. Menyerang pribadi, kelompok agama, suku bangsa, pornografi, perjudian menjadi 
jauh lebih mudah dilakukan dan seakanakan tidak tersentuh hukum.  Perubahan sosial dari era otoritarian di masa 
Orde Baru ke orde reformasi membuat masyarakat mengalami anomali. Mengungkapkan perasaan dianggap sebagai 
pemenuhan hak asasi manusia yang kadang dipahami seakan semuanya boleh sehingga beterbaran lah berbagai 
informasi yang belum tentu kebenarannya. Padahal sejatinya, kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain yang lalu 
lintasnya diatur dengan regulasi hukum. Kebebasan tidak menjadikan semuanya menjadi boleh. Tetap ada batasan-
batasan untuk tetap saling menghargai hak asasi kelompok lain.(Erdianto E, 2019).                                                         
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016) di awal kehadirannya pada tahun 2008 adalah reaksi dan respon atas 
perubahan sosial yang terjadi. Sebelum lahirya UU ITE (begitu biasa disingkat), banyak perbuatan di lapangan 
hukum perdata tidak diakui karena dilakukan di dunia maya. Begitu pula di lapangan hukum pidana, banyak 
kejahatan yang tidak dapat diproses karena perbuatan jahat menggunakan sarana elektronik seakan dunia tidak 
tersentuh untuk dibuktikan. Dengan lahirnya UU ITE, perbuatan di lapangan hukum perdata berupa perjanjian dan 
transaksi bisnis termasuk tanda tangan elektronik diakui keabsahannya. Begitu pula alat bukti elektronik diakui 
dalam hukum pidana termasuk beberapa perbuatan yang dalam dunia nyata adalah kejahatan yang jika dilakukan di 
dunia maya, dapat diproses hukum. 
Sebaliknya, di sisi pemerintah, UU ITE dan juga pasal-pasal keamanan negara dalam KUHP dianggap sebagai 
cara paling efektif untuk menertibkan berbagai informasi yang disebarkan secara massif melalui media sosial. 
Dengan paradigma seperti itu, maka makin massif pula penegakan hukum terhadap mereka yang dituduh makar, 
menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian atau ujaran yang dapat dikualifikasi sebagai penghinaan. 
Menggunakan hukum khususnya hukum pidana dianggap sebagai cara paling efektif.  
Penegakan hukum pidana  menjadi suatu keharusan bila dikaitkan dengan  fungsi negara yang utama yaitu 
penertiban. Jika mengikuti pandangan Lord Shang, di dalam negara terdapat subyek yang selalu berhadapan dan 
bertentangan yaitu Pemerintah dan Rakyat. Kalau yang satu kuat yang lainnya tentu lemah. Yang sebaliknya, pihak 
pemerintahlah yang lebih kuat daripada rakyat, supaya jangan timbul kekacauan dan anarchis. Karena itu 
Pemerintah harus selalu berusaha supaya ia lebih kuat daripada rakyat. (M Solly Lubis, 2007: 44).     
Demikian pula menurut Machiavelli bahwa pemerintah kadang-kadang harus bersikap sebagai singa terhadap 
rakyatnya supaya rakyat takut kepada pemerintah, dan sebaliknya kadang-kadang harus bersikap sebagai kancil 
yang  cerdik untuk menguasai rakyat. Bila perlu negara boleh mengadakan perjanjian  dengan negara lain asal saja 
tidak merugikan bagi kesejahteraan negara dan rakyat. (M Solly Lubis, 2007: 44).   
Jika pandangan Machiavelli dan Lord Shang yang digunakan, tentu saja akan menyebabkan dominasi negara 
dalam menafsir dan menjadi penentu yang dapat merampas hak asasi manusia. Hal itu bertentangan dengan spirit 
reformasi yang bertekad menghapuskan pemerintahan yang otoritarian. Idealnya, hukum pidana harus digunakan 
untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia sekaligus menjaga eksistensi negara karena tujuan hukum pidana 
adalah melindungi baik negara maupun hak asasi warga negara, tidak boleh ada yang lebih kuat dengan melemahkan 
yang lainnya. Tujuan hukum pidana yaitu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi 
manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari 
kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan 
demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik 
individu. (Muladi, 1995).  
Fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan  atau sebagai sarana sosial kontrol 
sosial. Dalam hal ini maka hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional dari 
masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi yang pertama ini disebut dengan fungsi yang primer. (Sudarto, 
2007: 150).  Sedangkan fungsi yang kedua atau yang disebut juga sebagai fungsi sekunder adalah ialah sebagai 
sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara 
dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police, yakni 
melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana 
secara tidak benar. (Sudarto, 2007: 150).  
Menurut Adami Chazawi, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat 
agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. (Adam Chazawi, 2007: 15-16). Fungsi yang kedua perlu 
mendapatkan perhatian yang lebih serius karena menyangkut adanya kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
jika digunakan secara tidak benar, karena  sebagaimana dikemukakan Abdul Hakim Garuda Nusantara fungsi 
penting hukum pidana adalah memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap kelompok orang 
yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan serta merugikan kepentingan umum.(Ignatius 
Haryanto, 1999: 33).  
 
II. PERMASALAHAN. 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah penafsiran makar secara teori ? 
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia? 
3. Apakah makar dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial? 
4. Apakah batasan tafsir makar yang seharusnya jadi pedoman bagi penegak hukum? 
 
III. METODE PENELITIAN. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk 
penelitian perskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data 
yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan 
pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan 
menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis 
kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori 
dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang penafsiran makar dalam menganalisis 
berbagai kasus makar melalui media sosial. 
 
IV. PEMBAHASAN  
1. Makar dan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. 
Kejahatan terhadap Keamanan Negara secara sempit diatur  dalam Bab I Buku Kedua KUHP yang berjudul 
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, sedangkan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai keseluruhan tindak 
pidana terkait negara dan pemerintah sebagai objek, yang dalam kepustakaan disebut sebagai delik politik. 
Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam arti sempit dalam KUHP diatur mulai dari Pasal 104 sampai Pasal 127 
yang dapat digambarkan dalam tabel berikut :  
 
Tabel 1. 
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Menurut Bab I Buku II KUHP 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  Dari 23 Pasal yang masuk dalam Bab I berjudul Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara hanya 3 Pasal yang 
merupakan pasal makar. Pasal 104, 106 dan 107 mengatur tentang tindak pidana makar terhadap Presiden dan atau 
Wakil Presiden, makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan makar  untuk menggulingkan 
pemerintahan yang sah. Dengan demikian, maka tindak pidana makar dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu :  
 
- Makar terhadap Presiden dana atau Wakil Presiden;  
- Makar yang menyerang kemananan dan keutuhan wilayah negara;  
- Makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah; (Djoko Prakoso, 1985 : 83).   
Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pelaku makar didakwa selain dengan menggunakan KUHP, juga dengan 
undang-undang di luar KUHP. Bahkan ada pula dihukum tanpa proses peradilan. Salah satu undang-undang di luar 
KUHP yang pernah berlaku adalah undang-undang Subversif melalui Penetapan  Presiden  Nomor  11 tahun 1963 
yang kemudian ditetapkan menjadi Undangundang  Nomor 11/PNPS/1963 juncto UU No.  5 tahun 1969. Dalam 
kesimpulan disertasinya yang berjudul Analisis Hukum dan Perundangundangan Kejahatan Terhadap Keamanan 
Negara, Loebby Loqman berpandangan bahwa pengaturan tindak pidana terhadap keamanan negara cukup diatur 
dalam KUHP saja tanpa perlu diatur lagi dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP. (Lobby Loeqman, 
1993: 46). 
Pengaturan-pengaturan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dimaksudkan untuk melindungi serangan 
individu maupun kelompok yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan kehendak mereka 
terhadap negara atau kelompok warga.(Disertasi UI). Menurut Adami Chazawi, termasuk dalam kejahatan terhadap 
keamanan negara adalah kejahatan mengenai larangan Ajaran Komunis yang ditambahkan dalam KUHP 
berdasarkan UU No. 27 Tahun 1999 sebagai Undang-Undang yang menambahkan KUHP dikelompokkan menjadi 
tiga macam yakni :  
 
1.  Kejahatan-kejahatan mengenai dan dalam hal larangan ajaran atau faham Komunisme/Marxisme-Leninisme 
(107a, 107c, 107d dan 107e)  
2.  Kejahatan mengenai menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti dasar negara Pancasila 
(107b)  
3.  Kejahatan Sabotase (107f). (Adam Chazawi,  2007: 173). 
  
Sedangkan apa saja gangguan keamanan terhadap negara menurut Edward Luttwak, disebut secara umum dengan 
istilah kudeta yaitu pergantian kekuasaan secara ilegal. Kudeta merupakan  infiltrasi ke dalam suatu segmen 
aparatus negara yang kecil tetapi menentukan, yang kemudian digunakan untuk mengambil alih pemerintah dari 
kendali unsur-unsur lainnya. (Edward Luttwak, 2009: 32).                                 
Dalam arti luas, beberapa varian kudeta yang berasal dari kata coup d’etat menurut Edward Luttwak (Edward 
Luttwak, 2009: 32).  antara lain : 
 
1.  Revolusi. Revolusi dilaksanakan, paling tidak pada permulaan, oleh masa rakyat tidak terkoordinasi, dan 
tujuan-tujuannya adalah perubahan struktur-struktur sosial politik, serta orang-orang yang memegang 
kepemimpinan. Istilah ini menjadi populer. Banyak kudeta yang memakai istilah ini karena adanya 
implikasi bahwa “rakyat” lah bukannya segelintir konspirator yang melakukannya. Ketika Kassem 
menggulingkan Faisal Nuri es Said di Irak dia mengumumkan gagasan-gagasan kabur mengenai “Asas 
Suci Revolusi 14 Juli”  
2.  Perang Saudara. Perang saudara sebenarnya adalah pertempuran antara unsur-unsur angkatan bersenjata 
nasional yang menuju pergantian pemerintahan.  
3.  Pronounoamiento. Ini versi kudeta militer Spanyol dan Amerika Latin, tetapi banyak kudeta Afrika 
belakangan juga memakai buku ini. Dalam versi aslinya, abad ke-19 di Spanyol, ini merupakan proses yang 
sangat ritualistik : Pertama, muncul trabajos (secara harfiah : kerja) ketika opini para perwira  angkatan 
darat dijajaki. Langkah selanjutnya adalah compromisos, yaitu dibuat komitmen-komitmen dan dijanjikan 
imbalan-imbalan; kemudian dilakukan tindakan, dan akhirnya seruan kepada pasukan-pasukan untuk 
mengikuti perwira mereka memberontak melawan pemerintah. Pronounoamiento sering merupakan 
fenomena liberal, bukan reaksioner. Tujuan teoritis perebutan kekuasaan adalah untuk menjalankan 
“kehendak nasional”- suatuu konsep yang berciri liberal. Kemudian, sementara angkatan darat semakin 
condong ke kanan dan pemerintah Spanyol semakin ke kiri, teorinya bergeser dari teori “kehendak 
nasional” neo liberal ke “kehendak riil”...konservatif. Ini dengan mengemukakan adanya suatu esensi 
nasional, semacam struktur spritual permanen, yang mungkin tidak diekspresikan oleh kehendak-kehendak 
mayoritas. Angkatan Darat dipercaya memberi interpretasi dan pelestarian terhadap “Spanyol esensial” ini 
dan untuk melindunginya dari gangguan pemerintah, dan jika perlu, dari rakyat. Pronounoamiento 
digerakkan dan dipimpin oleh pimpinan angkatan darat, tetapi dilaksanakan atas nama keseluruhan korp 
perwira; berbeda dengan putsch, yang dilaksanakan oleh satu faksi di dalam angkatan darat atau kudeta, 
yang bisa dijalankan oleh sipil memakai beberapa unit angkatan darat. Pronounoamiento akhirnya 
merupakan perebutan kekuasaan oleh angkatan darat secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak 
perebutan kekuasaan di Afrika yang dilakukan oleh angkatan darat secara keseluruhan, sangat mirrip 
dengan Pronounoamiento klasik.  
4.  Putsch. Ini terutama adalah fenomena yang terjadi pada saat perang atau pasca perang. Putsch dilakukan 
oleh suatu badan formal di dalam angkatan bersenjatadi bawah pimpinan yang ditunjuk. Putsch Kornilov 
adalah contohnya: Kornilov, jenderal yang memimpin divisi angkatan darat Rusia di utara, mencoba 
merebut Leningrad, maksudnya ingin membentuk suatu rezim “bertempur” yang akan melaksanakan 
peperangan. Andai dia berhasil, maka kota itu akan disebut dengan namanya bukan nama Lenin. 
 5.  Pembebasan. Mereka yang mendukung perubahan bisa mengatakan bahwa negara “dibebaskan” jika 
pemerintah digulingkan oleh militer asing atau inttervensi diplomatik. Kasus kelasik dalam hal ini adalah 
dibentuknya kepemimpinan komunis di Rumania pada 1947. Rusia memaksa Raja Michael menerima 
kabinet baru dengan mengancam akan menggerakkan tentara Soviet yang sudah berada di negara itu bila 
raja menolak.  
6.  Perang Kemerdekaan, Insurgensi, dan lain-lain. Dalam konflik internal ini, tujuan pihak pemrakarsa bukan 
merebut kekuasaan di dalam negara, melainkan mendirikan suatu struktur negara yang bersaing. Pendirian 
struktur negara ini dapat berbasis politik ataupun etnik. Viet Cong di Vietnam Selatan bertujuan mendirikan 
satu struktur sosial baru, dan akhirnya, sebuah negara baru. Suku Kurdi di Irak, Somali di Kenya, Karen 
(Kayin) di Burma, dan Naga di India, ingin memisahkan wilayah mereka dari negara bersangkutan.  
 
 Jika kudeta adalah istilah politik, maka makar adalah istilah yuridis. Makar dapat dikatakan lebih sempit 
daripada kudeta karena selain makar masih ada bentuk lain kudeta secara hukum yaitu pemberontakan.  Menurut 
bentuknya makar terdiri dari 3 bentuk yaitu makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, makar terhadap 
pemerintahan yang sah  dan makar terhadap wilayah. Makar terhadap wilayah dalam istilah politik disebut dengan 
separatisme. Separatisme menurut Kamus Politik berarti usaha untuk memisahkan diri dari suatu negara atau negara 
bagian. Usaha separatisme bermaksud untuk mencapai otonomi atau pemisahan untuk berdiri sendiri atau 
menggabungkan diri dengan negara lain. (BN Marbun, 2002).  Dalam perspektif hukum pidana, Lembaga makar 
sendiri  diperkenalkan oleh Belanda dalam Undang-Undang Tahun 1920 yang disebut anti revolutie wet. Hal ini 
merupakan reaksi atas revolusi Bolsyewik di Rusia. Di Eropa, perangkat anti revolusi ini sudah lama digunakan. Di 
Nederland (Belanda), pada 1920, diperkenalkan undang-undang bernama Anti Revolutie Wet (Undang-Undang Anti 
Revolusi).  
Isi dari undang-undang ini kemudian dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch (KUHP 
Belanda.” ( Andi Hamzah, 2009).  Tindak pidana yang dekat dengan pengertian makar adalah tindak pidana subversi 
yang pernah berlaku di Indonesia berdasarkan Penpres No. 11 Tahun 1963. Dalam penerapannya di masa orde Lama 
dan Orde Baru, penggunaan delik subversi sering dikaitkan digandengkan dengan penggunaan Pasal 154,  dan 155 
KUHP tentang pernyataan perasaan permusuhan dan kebencian atau penghinaan kepada Pemerintah, yang di masa 
Orde reformasi telah dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui utusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 
yang membatalkan keberlakuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. MK menilai Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP ini, 
yang amat rentan banyak tafsir, molor mungkret dan dikenal dengan sebutan “Pasal-Pasal karet.” (Pertimbangan 
Hakim dalam Putusan MK No. 6/PUU-V/2007).   
Sedangkan Pasal 156 yaitu menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 
beberapa golongan rakyat Indonesia, Pasal 156 a tentang penistaan agama serta Pasal 154a tentang penodaan 
bendera kebangsaan tidak termasuk pasal yang dibatalkan walaupun telah ada beberapa pihak yang mengajukan 
judicial review atau Pasal tersebut.  
Walaupun definisi subversi jauh lebih luas daripada tindak pidana makar, namun secara teknis pengertian 
subversi tidak mengatur perbuatan separatisme. Namun demikian gerakan separatisme dapat saja digolongkan 
sebagai perbuatan memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan 
negara, atau menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah 
atau Aparatur Negara.  
Makar juga berbeda dengan delik pemberontakan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP. Pasal 108 jelas 
berbeda unsur dan pengertiannya dimana dalam pemberontakan harus terpenuhi unsur melawan pemerintah 
Indonesia dengan senjata.30  Artinya, perancang KUHP membedakan makar dengan pemberontakan secara tegas. 
Dalam kasus Aceh sebagaimana dengan Terdakwa Marwan bin Muhammad, yang didakwa secara alternatif dengan 
Pasal 106 dan Pasal 108, pengadilan memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemberontakan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 108 KUHP, bukan pasal 106 tentang makar. Dilihat dari perumusan Pasal 108 dan 
106 perbedaan yang mencolok adalah adanya unsur bersenjata atau dengan senjata di dalam rumusan Pasal 108 
dimana dalam Pasal 104, 106 dan 107 tidak ada unsur bersenjata. Artinya, Pasal 108 lebih khusus daripada Pasal 
104, 106 dan 107.  Maka dakwaan penuntut umum biasanya bersifat alternatif, jika tidak terbukti melakukan Pasal 
108, maka Terdakwa dapat dijatuhkan dengan mengunakan Pasal 104, 106 dan 107.  
Delik pemberontakan hampir mirip dengan delik subversi, tetapi delik subversi jauh lebih luas. Delik 
pemberontakan mensyaratkan adanya unsur dengan senjata melakukan perlawanan terhadap pemerintah, sedangkan 
pada delik subversi tidak disyaratkan adanya dengan senjata sebagai unsur delik.  Istilah “makar” disebut atau 
digunakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia antara lain Moeljatno dan Engelbrecth untuk menggganti istilah 
“aanslag” dalam Bahasa Belanda. (Djoko Prakoso,  1985 : 15).   
Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang juga menggunakan kata makar sebagai terjemahan kata aanslag yang 
berarti serangan. (Djoko Prakoso, 1985 : 15).  
Begitu juga dengan R Soesilo yang menyatakan bahwa makar adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan 
dengan perbuatan kekerasan. Menurut Soesilo apabila orang baru melakukan perbuatan persiapan (vorbereidings 
handeling) saja ia belum dapat dihukum.  Supaya ia bisa dihukum ia harus sudah mulai melakukan perbuatan 
pelaksanaan (uitvoeringshandeling). Untuk aanslag tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu, sudah cukup 
apabila unsur sengaja telah ada.(R Soesilo, 1996: 108).  
Pengertian  aanslag secara resmi dalam KUHP tidak ditentukan di dalam Memorie van Toelichting, akan tetapi 
ditegaskan di dalam Pasal 87 KUHP yaitu : “Aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voormemen des daders zich 
door een begin van uitvoering, in de zin van art. 53 heeft geopenbard” . “(Makar untuk melakukan suatu kejahatan 
itu terjadi, segera setelah maksud dari pelaku menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan, seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 53 KUHP).”  
 Penjelasan tentang een begin van uitvoering (permulaan pelaksanaan) dijelaskan dalam Memorie van 
Toelichting sebagai berikut : “ Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het 
misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopendarbaarde wil om een bepaald misdrifj te plegen”.  Yang 
artinya lebih kurang :  
“ Dengan demikian, percobaan melakukan kejahatan merupakan pelaksanaan dari kejahatan yang telah dimulai, 
tetapi pernyataan telah tidak selesai, ataupun merupakan kehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang telah 
terwujud dalam suatu permulaan pelaksanaan”. (PAF Lamintang dan Theo L, 2010: 8).  
Andi Hamzah  menyatakan bahwa “ makar, aanslag, strikking (KUHP 87) adalah: 
(1) awal pelaksanaan niat yang bertujuan melakukan delik,  
(2) awal pelaksanaan delik yang membahayakan keamanan negara, misalnya, usaha membunuh atau merampas 
kehormatan kepala negara, menggulingkan pemerintah, memisahkan wilayah negara atau menyebabkan 
wilayah negara jatuh ke tangan musuh (kejahatan terhadap keamanan negara). (Andi Hamzah, 2009) . 
Pengertian ini mirip dengan pengertian aanslag menurut Kamus Hukum karangan JCT Simorangkir dan kawan-
kawan yaitu perbuatan atau muslihat yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa/kemerdekaan Kepala Negara 
dengan jalan pemberontakan. (JCT Simorangkir, et.all: 2009: 1).   
Menurut Adami Chazawi istilah makar dalam Bahasa Belanda disebut aanslag yang menurut arti harfiah adalah 
penyerangan atau serangan. Dikatakan  ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah 
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 (Percobaan). (Adam 
Chazawi,   2007 : 173).   
Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, dalam Bahasa Belanda, aanslag (makar) mempunyai berbagai 
arti misalnya : aanval yang berarti serangan, misdadige aanrading yang berarti penyerangan dengan maksud tidak 
baik. (Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, 2008  : 11).    Dalam Kamus Belanda Indonesia karangan Susi 
Moeimam dan Hein Steinhauer makar diartikan sebagai 1. Ketikan, 2. Percobaan pembunuhan 3. Tagihan pajak dan 
4. Serangan.  
Simon dalam hal ini menyatakan: “ Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya 
dimaksudkan dengan aanslag itu, sedangkan dalam Pasal ini Undang Undang berbicara tentang makar yang 
dilakukan dengan maksud dan sebagainya di dalam Pasal 130 KUHP undang-undang berbicara tentang makar 
terhadap nyawa.” 
Adanya perbedaan dalam kata-kata tersebut jelas tidak menunjukkan adanya maksud yang berbeda. Dengan 
demikian, yang dimaksudkan dengan aanslag iaalah setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 104 KUHP. Tindakan-tindakan seperti itu dapat disebut sebagai tindakan-tindakan yang 
terlarang menurut Pasal 104 KUHP, jika tindakan-tindakan tersebut telah melampaui atas dari suatu arti persiapan 
dan telah dapat dianggap sebagai permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan. Yang disebutkan terakhir ini adalah 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP.” (PAF Lamintang dan Theo L, 2010: 9-10).    
Berdasarkan pengartian-pengartian secara gramatikal di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 
ketidaktegasan meliputi :  
-  Kapan suatu perbuatan permulaan dianggap telah dilakukan ?  
-  Apakah perbuatan permulaan itu harus berbentuk  serangan?  
-  Dan apakah yang dimaksud dengan serangan itu sendiri, apakah harus bersifat fisik atau cukup dengan 
serangan psikis? 
                                                      
Noyon dan Langemeijer menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau 
setidak-tidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap aanslag (makar) itu 
selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa aanslag 
yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya aanslag untuk mengubah bentuk 
pemerintahan yang sah, dimana aanslag tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu middel untuk mencapai 
tujuan tertentu. (PAF Lamintang dan Theo L, 2010:  9-10) . 
Pemikiran Noyon dan Langemeijer itu dapat dipahami jika dibandingkan dengan delik pemberontakan. Jika 
serangan terhadap pemerintah atau negara berbentuk fisik berupa mengangkat senjata dikualifikasi sebagai delik 
pemberontakan, maka perlawanan di luar mengangkat senjata dapat dikualifikasi sebagai makar, karena dalam 
makar serangan tidak harus dilakukan secara bersenjata bahkan dimungkinkan ditafsirkan oleh penegak hukum di 
lapangan sebagai serangan psikis atau mungkin serangan dengan pernyataan-pernyataan, opini-opini dan tindakan 
lainnya menurut penafsiran dan pemahaman penegak hukum di lapangan. Perbedaannya dengan delik 
pemberontakan adalah ada tidaknya senjata dalam gerakan tersebut. Noyon dan Langameijer didukung Simon yang 
dalam hal ini menyatakan bahwa makar juga harus diartikan sebagai setiap yang dilakukan dengan maksud untuk 
mencapai salah satu akibat yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana; baik yang menjurus pada timbulnya 
akibat seperti itu,  maupun yang dapat dianggap sebagai percobaan untuk menimbulkan akibat seperti yang 
dimaksudkan oleh Pasal 106 KUHP. (PAF LAmintang dan Theo L, 2010: 42).  
Pendapat itu diikuti pula oleh Lamintang yang menyatakan bahwa makar atau aanslag hendaknya  jangan selalu 
harus diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan, karena yang dimaksudkan dengan kata makar dalam rumusan 
tindak pidana yang diatur dalam pasal 106 KUHP sebenarnya ialah setiap tindakan yang dilakukan orang untuk 
merugikan kepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah negara. (PAF Lamintang dan Theo L, 2010: 42).    
Dengan jalan pikiran tersebut, maka wajar lah jika pengibaran bendera separatis sudah dapat dikualifikasi 
sebagai makar.  Demikian pula dengan rapat-rapat atau pernyataan-pernyataan yang bersifat perlawanan terhadap 
pemerintah, atau pernyataan-pernyataan berupa ajakan untuk memisahkan diri dari negara, atau ajakan untuk tidak 
mengakui pemerintah yang sah.  Pernyataan Simon dan Lamintang ini menolak penyataan Menteri Kehakiman 
Belanda menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aanslag adalah elke daad van geweld tegen de persoon atau 
setiap tindak kekerasan terhadap seseorang. (PAF Lamintang dan Theo L, 2010 :10). Pendapat Menteri Kehakiman 
Belanda sejalan dengan pemikiran KontraS dan Indriyanto Seno Adji bahwa untuk dapat dikatakan adanya makar 
harus ada unsur “serangan’ dan ancaman kekerasan.  Indriyanto Seno Adji memandang bahwa dicantumkannya 
unsur “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” ini dimaksudkan agar penguasa tidak bertindak secara ekstensif dan 
eksesif dalam menentukan keterlibatan seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan “makar” dan tidak 
terlalu mudah diimplementasikan terhadap gerakan atau kelompok demokratis yang bersifat oposisi terhadap 
penguasa, sekaligus menghindari kesan bahwa penguasa berusaha melakukan eliminasi terhadap kebebasan 
bereskpresi dan berpendapat dalam alam demokratis ini. Suatu konsep, ekspresi, opini, seseorang yang dituangkan 
dalam suatu format komunike ataupun deklarasi tidak dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan “permulaan 
pelaksanaan” dari suatu “makar” apalagi doktrin (ilmu hukum) menghendaki adanya bentuk “kekerasan” dan 
“ancaman kekerasan” dari “permulaan pelaksanaan” tersebut. Dengan kata lain, menurut Indriyanto untuk dapat 
disebut makar harus terlebih dahulu ada perbuatan fisik berupa serangan atau kekerasan. (Indriyanto S Aji, 2009: 
208-209). 
Pemikiran Menteri Kehakiman Belanda dan Indriyanto Seno Adji sejalan pula pemikiran  Muridan S Widjojo 
yang berpandangan bahwa berkibarnya bendera Bintang Kejora di Papua yang dipersepsikan Pemerintah seakan-
akan perlawanan simbolis ini dapat membuat orang Papua memisahkan diri dari Republik Indonesia, atau seakan-
akan NKRI akan mengalami keruntuhan jika BK dibiarkan berkibar, adalah perbuatan yang tidak perlu 
dikhawatirkan. (Muridan S Widjojo, 2005).   
Dengan konstruksi pemikiran Lamintang dan Simon, maka jelas lah bahwa pengibaran bendera separatis 
termasuk tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah 
negara. Sebaliknya, jika menggunakan pemikiran Indriyanto Seno Adji dan Menteri Kehakiman Belanda, 
pengibaran bendera masih belum dapat digolongkan sebagai tindakan makar terhadap wilayah negara.   
Demikian pula pandangan Kontras dalam artikelnya berjudul Mempertimbangkan Amnesti Bagi Tahanan Politik 
Papua. Kontras berpendapat bahwa pengibaran bendera separatis merupakan tindakan damai yang seharusnya tidak 
perlu dikriminalisasi. Kontras beranggapan bahwa perkara-perkara makar yang disidangkan semata-mata 
mengekspresikan pernyataan lewat cara-cara damai seperti lewat pernyataan oral, pengibaran bendera atau symbol 
lainnya, dan sebagainya. (Kontras, 2011). 
Pada sebagian pendapat menganggap perdebatan tersebut telah selesai dengan ditolaknya permohonan judicial 
review melalui Putusan MK No 7/PUUXV/2017 yang argumentasi hukumnya antara lain : “Bahwa, berdasarkan 
pertimbangan pada sub-paragraf [3.13.5] di  atas, jika mengikuti argumentasi Pemohon, yaitu istilah “makar” 
diartikan sebagai “serangan” dan bahkan “serangan” itu pun dibatasi pada pengertian serangan yang bersifat fisik, 
maka penalaran yang akan terbangun adalah sebagai berikut: 
  
1. Tidak ada relevansinya lagi mempersyaratkan adanya niat berupa permulaan pelaksanaan untuk perbuatan 
makar yang jenis atau kategorinya bermacam-macam itu karena serangan itu sudah terjadi;  
2. Negara (yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum) hanya bersifat pasif atau menunggu sampai 
benar-benar terjadi perbuatan berupa serangan fisik terhadap kepentingan hukumnya, yaitu kepentingan 
hukum untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden dari perbuatan yang bermaksud membunuh atau 
merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP), 
kepentingan hukum untuk melindungi keutuhan wilayah negara (Pasal 106 KUHP), kepentingan hukum 
untuk melindungi pemerintah dari upaya penggulingan secara tidak sah terhadapnya (Pasal 107 ayat (1) 
KUHP), meskipun negara sesungguhnya telah mengetahui adanya niat melakukan perbuatan itu yakni adanya 
permulaan pelaksanaan berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;  
3. Negara pun (yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum) hanya bersifat pasif dan menunggu sampai 
benar-benar terjadi perbuatan berupa serangan fisik yang bermaksud menyerang kepentingan hukum negara 
asing atau negara sahabat (Pasal 139a, Pasal 139b, Pasal 140 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP), 
meskipun negara sesungguhnya telah mengetahui adanya niat untuk melakukan perbuatan itu yakni dari 
adanya permulaan pelaksanaan berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.”  
 
1. Makar dengan Menggunakan Media Sosial Bertolak dari konsepsi tentang makar. 
Sebagaimana telah diuraikan dalam point B di atas, maka dapat dianalisis untuk menjawab persoalan, apakah 
makar dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial dan jika dapat makar dalam bentuk bagaimana yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan media sosial. Jika bertolak dari pemikiran Noyon dan Langemeijer yang diikuti 
oleh Simon dan Lamintang bahwa makar adalah serangan tidak harus dilakukan secara bersenjata bahkan 
dimungkinkan ditafsirkan oleh penegak hukum di lapangan sebagai serangan psikis atau mungkin serangan dengan 
pernyataan-pernyataan, opini-opini dan tindakan lainnya menurut penafsiran dan pemahaman penegak hukum di 
lapangan sebagai makar. Berdasarkan penjelasan sub B di atas bahwa terdapat ketidaktegasan pengertian makar 
meliputi : Kapan suatu perbuatan permulaan dianggap telah dilakukan ? Apakah perbuatan permulaan itu harus 
berbentuk  serangan? Dan apakah yang dimaksud dengan serangan itu sendiri, apakah harus bersifat fisik atau cukup 
dengan serangan psikis? Perlu ditambah satu lagi pertanyaan yaitu seberapa serius perbuatan itu dapat mengancam 
keamanan negara. Namun jika mengikuti konstruksi berpikir menurut Noyon dan Langemeijer, maka tindakan-
tindakan berupa mengunggah video berupa ajakan “people power” dengan tujuan untuk membuat pemerintah 
menjadi tidak berdaya, seperti mengepung istana, mengepung atau menguasai gedung DPR/MPR, pernyataan akan 
membunuh Presiden, atau pernyataan akan membunuh pejabat negara yang merupakan bagian penting dalam 
pemerintahan, pernyataan tidak mengakui pemerintah yang sah, ajakan untuk merdeka, lepas dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan makar dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan di 
media sosial adalah termasuk kegiatan persiapan pelaksanaan. Hal ini karena menurut Noyon dan Langameijer 
didukung Simon yang dalam hal ini menyatakan bahwa makar juga harus diartikan sebagai setiap yang dilakukan 
dengan maksud untuk mencapai salah satu akibat yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana; baik yang 
menjurus pada timbulnya akibat seperti itu,  maupun yang dapat dianggap sebagai percobaan untuk menimbulkan 
akibat seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 106 atau Pasal 107 KUHP. Lebioh-lebih lagi jika merujuk pada Putusan 
MK No 7/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa dalam delik makar tidak harus diartikan sebagai serangan yang 
bersifat fisik karena jika makar diartikan sebagai serangan yang bersifat fisik, maka dikhawatirkan akan terjadi 
keterlembatan penangangan oleh aparat hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancama keamanan negara. 
Kalaupun masih ada perbedaan pendapat tentang persiapan pelaksanaan, setidaknya perbuatan-perbuatan yang 
ditampilkan di media sosial dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 110 ayat (1) yaitu Permufakatan untuk 
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman 
pidana dalam pasal-pasal tersebut.  Sungguhpun demikian, perlu diingat pula ketentuan Pasal 88 bis KUHP yang 
menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah ialah peniadaan atau pengubahan secara tidak 
sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”  
Ketentuan Pasal 88 bis harus benar-benar diperhatikan oleh penegak hukum karena ketentuan tersebut dapat 
menjadi alasan pembenar atas suatu tuduhan tindak pidana makar menurut Pasal 107 KUHP.  Oleh karenanya, 
sebelum sampai pada kesimpulan seseorang dikualifikasi melakukan makar menurut Pasal 107, harus diteliti terlebih 
dahulu menurut pertimbangan kaedah hukum tata negara, apakah perbuatan yang dituduhkan merupakan perbuatan 
yang sah atau tidak sah menurut konstitusi. Unjuk rasa atau yang disebut sebagai people power itu harus dilakukan 
penilaian menurut perspektif hukum tata negara apakah people power itu bersifat melawan hukum atau masih dalam 
kategori perwujudan hak asasi manusia. Demikian pula dengan berbagai perbuatan yang terjadi di media sosial, 
harus dinilai terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak menurut 
perspektif hukum tata negara. Jika dilakukan penafsiran secara historis dan merujuk pada yurisprudensi, dapat 
dilihat bahwa  penegakan hukum dengan menggunakan pasal-pasal makar dapat dibagi dalam tiga periode yaitu 
periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam masa Orde Lama penggunaan Pasal makar meliputi 
makar terhadap Presiden (Pasal 104) terjadi dalam Peristiwa Cikini, sedangkan terhadap DI/TII dan  RMS 
digunakan Pasal 106 (makar terhadap wilayah). Sedangkan dalam kasus G30S digunakan Pasal 107 (makar terhadap 
pemerintah). Penerapan pasal makar di era Orde Baru justru tidak banyak dilakukan karena dalam masa Orde Baru 
justru lebih sering digunakan UU Subversi ( UU No. 11/PNPS/1963) yang disahkan pada masa Orde Lama.  
UU tersebut telah digunakan untuk menindak mereka yang dituduh sebagai pengganggu stabilitas Orde Baru. 
Peristiwa Malari 1974, Komando Jihad, Tanjung Priok dan berbagai peristiwa lain tidak digunakan pasal-pasal 
makar. Oleh karena itu lah dalam disertasinya yang berjudul Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan 
Terhadap Kemananan Negara, Loebby Loqman (1990) mengusulkan pencabutan UU Subversi dan mengusulkan 
penerapan hanya pasal-pasal makar dalam KUHP.  Dalam maa reformasi, pada kasus RMS yang kembali mencuat 
di era reformasi, Christine Manuputty, putri dari tokoh RMS Alexander Manuputty dituntut bersalah melakukan 
tindak pidana makar karena mengadakan acara pengibaran bendera RMS bersama tokoh lain sehingga dianggap 
bersama-sama bercita-cita mewujudkan kedaulatan Maluku Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 
Februari 2005 membebaskan Terdakwa dari tuduhan makar, akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannnya 
menyatakan Christine Manuputyy bersalah melakukan tindak pidana makar.   
Selain Christine, Samuel Wailerunny juga divonis bersalah sebagai pelaku makar berdasarkan Putusan 
Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Nopember 2006 karena mempersiapkan pengibaran bendera RMS. Jacob 
Sinay juga dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana makar karena membantu Alex Manuputty 
mencari dana dan mendapat dukungan masyarakat untuk RMS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 
Agustus 2009. Michael Pattutisinay adalah salah satu tokoh yang juga divonis dengan pasal makar karena 
mengibarkan bendera RMS dalam tarian Cakalele pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional yang dihadiri 
Presiden SBY berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2009. Dalam kasus Papua, pasal-pasal 
makar juga telah diterapkan terhadap beberapa pelaku pengibaran bendera bintang kejora antara lain Septimus 
Rumere oleh Pengadilan Negeri Biak tanggal 23 April 2010. Kasus lain adalah Moses Holago berdasarkan Putusan 
Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 Juni 2005 yang dinyatakan bersalah melakukan makar dalam kapasitasnya 
ikut serta dalam kelompok yang menghadiri Kongres Nasional Papua Luar Biasa. Selpius Bobi juga dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana makar dengan perbuatan mendeklarasikan berdirinya Negara Federal Papua Barat 
dalam Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011.  Berdasarkan penerapan pasal-pasal makar di atas, 
maka dapat diperoleh satu pemahaman bahwa penegakan hukum kasus makar pada masa Orde Lama lebih kongkret 
karena menunjuk pada peristiwa yang nyata sedangkan dalam masa Reformasi, pasal makar telah diterapkan 
walaupun belum terjadi perbuatan nyata. Adanya perbuatan permulaan seperti mengibarkan bendera, menghadiri 
rapat-rapat telah dianggap sebagai perbuatan yang sempurna.   
Di sisi lain, tindakan rapat atau deklarasi masyarakat daerah lain seperti Riau dan Bali tidak dianggap sebagai 
makar. Pemerintah lebih memaknai pernyataan Riau Merdeka dan Bali Merdeka sebagai proses politik semata. 
Kegiatan serupa dewasa ini muncul kembali dengan munculnya permintaan referendum di beberapa daerah yang 
diunggah di media sosial.  Bertolak dari sejumlah fakta perdebatan akhir-akhir ini, menunjukkan bukti bahwa 
adanya Putusan MK yang menganggap perdebatan tentang makar belum lah menyelesaikan persoalan. Apalagi 
Putusan MK tersebut tidak membuat tafsir atau membuat norma baru tentang arti makar. 
   
2. Analisis Penegakan Hukum Kasus Makar Aktual.  
Jika mengikuti konstruksi berpikir  Indriyanto Seno Adji yang  menghendaki adanya bentuk “kekerasan” dan 
“ancaman kekerasan” dari “permulaan pelaksanaan” tersebut, maka apa yang dilakukan di media sosial dewasa ini, 
belum dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana makar melainkan semata-mata murni sebagai penyampaian ekspresi. 
Dalam praktik penegakan hukum sebelum era Presiden Jokowi pemahaman penegak hukum terhadap Riau Merdeka 
dan Bali Merdeka, berbeda dengan penegakan hukum kasus makar Papua dan Maluku Selatan. Dari perbedaan itu 
dapat ditarik satu benang merah bahwa pada kasus Papua dan Maluku, telah dipandang adanya fakta bahwa Papua 
dan Maluku Selatan memang telah memiliki sejarah separatisme terhadap negara, sedangkan Bali dan Riau 
dipandang sebagai gerakan spontan dan tidak serius. Dengan adanya dua macam perlakuan penegak hukum sebelum 
era Presiden Jokowi di atas, maka sesungguhnya apa yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial dapat saja dianggap 
sebagai reaksi spontan dan bersifat sporadis atas hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di samping 
itu, dapat pula diketengahkan pandangan  bahwa apa yang dilakukan akhir-akhir ini oleh masyarakat masih dalam 
koridor yang tidak bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 bis yang dapat menjadi 
alasan pembenar atas perbuatan yang disangkakan sebagai makar terhadap pemerintah menurut Pasal 107.   
Jadi, meskipun jika menggunakan pendapat Noyon dan Langameiejer, perbuatan-perbuatan sejumlah tokoh di 
media sosial akhir-akhir ini dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana makar, jika merujuk pada pendekatan 
penegakan hukum era sebelum Presiden Jokowi dan jalan pikiran Indriyanto Seno Adji, maka sejumlah perbuatan di 
media sosial akhir-akhir ini tidak harus dipandang sebagai perbuatan makar. Tindakan sejumlah tokoh di media 
sosial hari ini harus dipandang sama dengan kasus Riau dan Bali Merdeka dimana terbukti sampai hari ini tidak ada 
tindakan serius dari dua daerah tersebut yaitu Bali dan Riau untuk benar-benar ingin merdeka.     
Selanjutnya, meskipun dengan menggunakan pendapat Noyon dan Langameiejer bahwa hal tersebut dapat 
dikualifikasi sebagai makar, pada umumnya ahli hukum pidana menyepakati kejahatan-kejahatan tersebut 
merupakan delik politik yaitu yang dalam KUHP terkait dengan empat judul pertama dalam Buku Kedua KUHP 
yang pada umumnya membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara dalam arti luas. Remelink sejalan 
dengan apa yang disampaikan Hazewinkel Suringa sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman berpendapat bahwa 
penjahat politik tergolong pelaku yang mempunyai keyakinan (overtuigings dadaers), karena mereka berpendapat 
pandangannya tentang hukum dan kenegaraan lebih tepat daripada pandangan pemerintah negara tersebut sedangkan 
penjahat umum tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang berlaku meskipun ia melanggar peraturan yang ada 
pada negara tersebut. (Loebby Loqman, 1993: 46-49).  Pendeknya Loebby Loqman menyimpulkan bahwa delik 
politik adalah delik yang terumuskan dalam undang-undang hukum pidana yang menggunakan motif politik. 
Sedangkan motif politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan. 
Harry E Allen mengemukakan pula bahwa kejahatan politik adalah kejahatan dengan kategori khusus yaitu 
kejahatan dalam konteks dengan pembagian kekuasaan dan masyarakat. Delik politik disebut delik politik karena 
kejahatan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi kekuasaan dalam masyarakat, atau kejahatan yang dilakukan 
oleh orang yang oleh karena pekerjaannya memiliki kekuatan politik. (Harry J Alen, et all, 1981: 201-202).  
Dengan demikian, meskipun dapat saja diterapkan pasal-pasal makar, penggunaan hukum pidana dalam kasus-
kasus aktual sebaiknya tidak dikedepankan dan dilakukan dengan hati-hati serta terlebih dahulu dilakukan penilaian 
apakah perbuatan-perbuatan tersebut bersifat melawan hukum konstitusi. Penggunaan pasal-pasal makar harus 
mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan negara dengan hak asasi manusia. Menghadapi dua sisi yang 
saling bertolak belakang antara perspektif HAM dengan perspektif keamanan negara, diperlukan pendekatan lainnya 
yaitu pendekatan berdasarkan teori hukum Integratif yang digagas Romli Atmasasmita.  Dalam pandangan teori 
hukum integratif, negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi  secara konsisten tiga pilar yaitu 
penegakan hukum berdasarkan hukum (rule by law), perlindungan HAM (enforcement of human rights). Dan akses 
masyarakat memperoleh keadilan (acces to justice). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh 
Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ikatan Pancasila tersebut merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan 
sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial.  (Romli Atmasasmita, 2012: 97).  Dengan pendekatan 
teori hukum integratif, maka pemahaman HAM dalam konteks keindonesiaan adalah HAM yang bersifat 
partikularistik, bukan HAM universal.  
Konsepsi HAM dalam UUD 1945 mempunyai karakteristik tertentu yaitu  Pertama, tidak memisahkan atau 
memprioritaskan bagian HAM tertentu dan Kedua, perdebatan tentang hak dasar dan bukan hak dasar juga tidak 
dijadikan acuan dalam UUD 1945 ini. Dan Ketiga, meskipun UUD 1945 mengakui universalisasi HAM secara 
konseptual, namun dalam penerapannya terdapat pembatasan-pembatasan tertentu.   Walaupun HAM dapat 
diabaikan dalam rangka keamanan dan keselamatan negara, itu tidak berarti bahwa negara telah melanggar HAM 
warga negaranya yang melakukan tindakan makar. Tidak dapat pula dikatakan bahwa negara kembali menjadi 
negara yang otoritarian. Dalam hal ini Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa dalam pemerintahan yang otoriter 
digunakan paradigma “Primat National Defence” akan lebih dikedepankan daripada paradigma “Primat Due 
Process of Law” dan “Primat Victim’s Protection”. Sebaliknya, di dalam pemerintahan yaang demokratis justru 
pengakuan dan pelaksanaan “Keseimbangan Berjarak/Equal Distance” akan dipertahankan secara konsisten atau 
paradigma “Primat Due Process of Law” dan “Primat Victim’s Protection” akan lebih mengemuka daripada  
“Primat National Defence”.(Romli Atmasasmita, 2002: 3-4).   
Sebagaimana diungkapkan Kusnanto Anggoro, idealnya mekanisme demokrasi dapat meredam konflik antara 
negara dan masyarakat. Negara-negara Eropa Barat menunjukkan bahwa konflik sosial adalah soal-soal praktikal 
yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan. Gerakan yang mengancam eksistensi negara dilakukan melalui 
saluran demokratik, seperti terlihat dalam kasus Quebec di Kanada. Perkecualian adalah Basque dan Irlandia yang 
menyangkut bukan perkara ketimpangan pembagian sumber daya ekonomi dan kegagalan pengorganisasian politik 
tetapi masalah identitas. Pada umumnya telah dicapai tingkat konsensus yang tinggi mengenai bagaimana susunan 
dan bangunan kenegaraan diatur, sehingga ancaman luar yang bersifat militer menjadi kekhawatiran pokok bagi 
negara-negara seperti itu. (Kusnanto Anggoro, 2000: xv-xvi). Prinsip ultimum remedium dapat diterapkan dalam 
kaitannya dengan penggunaan upaya politik atau diplomatik dalam penyelesaian kasus-kasus makar. Sedapat 
mungkin Pemerintah seharusnya menempuh cara yang optimal dan demokratis. Model penyelesaian makar di Aceh 
adalah model yang dapat ditiru bagi kasus-kasus makar lain yaitu model penyelesaian dengan memberikan otonomi 
yang seluas-luasnya bagi Aceh. Model Aceh sekilas terlihat sama dengan model penyelesaian di Papua, tetapi 
terdapat perbedaan yang signifikan dimana di Papua kebijakan otonomi khusus yang sangat luas tidak melibatkan 
organisasi separatis dalam hal ini OPM. Sedangkan dalam kebijakan Aceh, Pemerintah memposisikan GAM sebagai 
pihak yang diajak berunding dan ikut menentukan pola kebijakan bagi Aceh ke depan pasca pergolakan.  
Dalam hal ini Muladi pun mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana harus senantiasa menjunjung tingggi 
prinsip HAM, dan karenanya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu :  
“ Pertama, jangan menegakkan hukum pidana untuk pembalasan sematamata. Dalam hal ini ada kepentingan lain 
yakni kepentingan pribadi si pelaku juga harus dijamin agar tidak muncul istilah crime by the government dan the 
victim of abuse of power;  
Kedua, jangan menggunakan hukum pidana apabila korbannya tidak jelas....; 
Ketiga, jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, selagi masih dapat dicapai dengan cara 
lain yang sama efektifnya, dan dengan kerugian yang lebih kecil (asas subsidaritas)...,; 
Keempat, jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian 
akibat tindak pidana itu sendiri;  
Kelima, jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan 
dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan; 
Keenam, jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapatkan dukungan masyarakat;  
Ketujuh, jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif;  
Kedelapan, hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan 
negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu;  
Kesembilan, penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal; 
Kesepuluh, penggunaan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen; 
Kesebelas, perumusan tindak pidana harus tepat dan teliti dala menggambarkan perbuatan yang dilarang; 
Keduabelas, perbuatan yang dikriminalisasi harus digambar secara jelas, dan ; 
Ketigabelas, prinsip diferensiasi kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka 
asas kulpabilitas.” (Muladi, 1997: 95-96). 
 Secara hukum, mereka yang semula dalam perspektif hukum pidana dianggap sebagai pelaku makar diberikan 
amnesti. Kebijakan pemberian amnesti sesungguhnya juga pernah diterapkan dalam penyelesaian kasus PRRI.                                                       
Dalam kasus dugaan makar dewasa ini, akan jauh lebih baik menerapkan pendekatan politik dalam merespon 
sikap para politisi yang berseberangan dengan pemerintah.  Terlepas dari model penyelesaian di luar hukum pidana, 
di masa yang akan datang perlu dipikirkan rumusan norma tentang agar lebih bersifat kongkret sebagai berikut : “ 
Perbuatan yang dapat dianggap sebagai makar apabila: 
“Perbuatan permulaan berupa tindakan serius, sistematis dan teorganisir yang menunjukkan secara terang-
terangan di depan umum sikap dan keinginan untuk membunuh atau membuat tidak berdaya Presiden dan atau 
Wakil Presiden, mengambil alih pemerintahan atau atau perbuatan serius untuk memisahkan diri dengan 
simbol-simbol yang dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.”  
Rekemondasi semacam itu lah yang seharusnya  yang muncul dalam permohonan judicial review tentang pasal 
makar karena  alasan penolakan MK dalam Putusan MK No 7/PUU-XV/2017, adalah karena “tidak ditemukan 
konsep rumusan yang ditawarkan Pemohon untuk mengubah konstruksi pasal-pasal yang dinyatakan 
inkonstitusional oleh Pemohon agar kemudian dapat menciptakan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan 
Pemohon. Juga perlu ada batasan yang tegas bahwa gagasan dan pikiran tentang makar tidak dapat dipidana jika 
hanya dilakukan dalam bentuk rapat, diskusi, kegiatan ilmiah tanpa adanya kegiatan yang dapat diterjemahkan 
sebagai perbuatan permulaan untuk melakukan makar.  
 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan :  
1.  Ada dua pandangan dalam menafsirkan makar secara teori yaitu pandangan yang mengartikan makar tidak 
harus bersifat fisik dan pandangan yang menafsirkan makar harus berbentuk fisik. Dua pandangan tersebut 
dapat diringkas dengan pendekatan fisik dan pendekatan psikis.   
2.  Penegakan hukum di masa Orde Lama menggunakan pendekatan  fisik sebagai kriteria makar sedangkan 
dalam orde Reformasi sebelum era Presiden Jokowi justru menggunakan pendekatan psikis. Berbeda dengan 
Orde Lama dan Orde Reformasi,  Orde Baru menggunakan UU Subversi.  
3.  Jika dilihat dari pendekatan psikis, kasus “makar” aktual yang terjadi dengan menggunakan media sosial 
dapat dikualifikasi sebagai makar, sedangkan jika menggunakan pendekatan fisik, maka perbuatan di media 
sosial dewasa ini belum dapat dikualifikasi sebagai makar.   
4.  Meskipun menggunakan pendekatan psikis perbuatan tersebut dapat saja dikaulifikasi sebagai makar, harus 
diteliti dengan cermat apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan 
hukum menurut konstitusi, karena jika dilakukan tidak bersifat melawan hukum, dapat menjadi alasan 
pembenar perbuatan yang dituduhkan.  
 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka direkomendasikan :  
1.  Penegakan hukum kasus-kasus “makar” aktual dilakukan dengan penilaian tingkat keseriusan dari perbuatan 
itu dengan tidak mengedepankan penggunaan hukum pidana.  
2.  Perlu rumusan norma baru tentang makar di masa yang akan datang dengan mencantumkan kriteria makar 
yaitu sebagai perbuatan yang serius, sistematis dan  tergorganisasi.   
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